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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis 

pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Problematika hukum yang terjadi di GPdI Immanuel Sedayu tersebut 

bermula dari adanya Pencabutan IMB Rumah Ibadat yang dikeluarkan 

oleh Bupati Bantul berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul No 345 

Tahun 2019 Tentang Pembatalan Penetapan Gereja Pantekosta Di 

Indonesia Immanuel Sedayu (GPdI Immanuel Sedayu) Sebagai Rumah 

Ibadat Yang Mendapatkan Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan 

Rumah Ibadat yang didasarkan adanya penolakan dari warga sekitar 

dibangunnya gereja tersebut karena masyarakat banyak yang beragama 

Islam kemudian daripada itu warga melakukan laporan kepada Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Bantul untuk melakukan verifikasi ulang 

terhadap GPdI Immanuel Sedayu. Warga pun juga tidak ingin memberikan 

tanggapan kepada penulis secara langsung dikarenakan warga 

beranggapan bahwa setiap ada pihak yang akan melakukan wawancara 

tersebut seolah-olah memihak kepada pihak GPdI Immanuel Sedayu dan 

warga juga merasa terpojokan dengan adanya berita-berita yang 

disebarluaskan melalui media elektronik.  
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2. Upaya yang dilakukan untuk melakukan penyelesaian terhadap kasus GPdI 

Immanuel Sedayu tersebut bahwa GPDI Immanuel Sedayu telah 

melakukan beberapa cara untuk dapat memperoleh hak mereka dalam hal 

melakukan kegiatan ibadat sesuai dengan cara dan kepercayaan mereka. 

Mulai dari penyelesaian yang dilakukan secara mediasi dengan warga 

sekitar yang mana tidak memperoleh suatu jalan tengah dikarenakan 

masing-masing pihak tetap bersikukuh dengan pendapatnya masing-

masing. Pada akhirnya GPdI Immanuel Sedayu bersama dengan LBH 

Yogyakarta menggunakan jalur hukum yang ditempuh di PTUN 

Yogyakarta dengan mengajukan gugatan kepada Bupati Bantul yang telah 

mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bantul No 345 Tahun 2019 

Tentang Pembatalan Penetapan Gereja Pantekosta Di Indonesia Immanuel 

Sedayu (GPdI Immanuel Sedayu) Sebagai Rumah Ibadat Yang 

Mendapatkan Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah 

Ibadat. Pada pertengahan persidangan GPdI Immanuel Sedayu dan LBH 

Yogyakarta mencabut gugatan yang diajukan agar dapat meredam 

permasalahan yang terjadi dengan warga sekitar GPdI Immanuel Sedayu 

dan masyarakat Kabupaten Bantul tersebut agar tidak terjadi pertikaian 

yang semakin besar.  
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B. Saran  

 

1. Pemerintah dalam hal ini harus melakukan pengecekan secara menyeluruh 

khususnya pengecekan lapangan agar tidak terjadi pencabutan IMB yang 

sudah dikeluarkan oleh pemerintah.  

2. Warga diharapkan untuk dapat meningkatkan sikap toleransi kepada 

agama lain karena tidak dapat dipungkiri bahwa manusia hidup saling 

berdampingan satu sama lain.  
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GPdI Immanuel Sedayu 

Sumber : Dokumen Pribadi Penulis 
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